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1.1 Latar Belakang 

encana Kerja Perubahan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2017 dibuat dalam rangka penajaman dari sasaran strategis 

berdasarkan hasil analisis perencanaan dan kondisi terkini.  

Rancangan Rencana Kerja (Perubahan) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2019 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

diselenggarakan bersama untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana 

Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan 

dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan 

pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2018-2023.  

Rencana Kerja (Perubahan) ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan 

dan memuat prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.  

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja SKPD 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disusun berdasarkan 

Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran 

terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai 

dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi 

tanggungjawab SKPD. 

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 

2019 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan 

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Perubahan Dinas Pemuda Olahraga 

dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renja (Perubahan) Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 memiliki fungsi dan peran yang 

strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja (Perubahan) Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

10. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 

11. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 

12. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

14. Undang–Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
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9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042);[[ 

19. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Nasional; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Perangkat daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Perangkat 

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3); dan 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12). 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3). 

1.3 Maksud dan tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Renja (Perubahan) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah : 

1. Untuk merencanakan anggaran perubahan pada Renja SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan target dan sasaran kinerja pada 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 2018-2023 yang sudah 

ditetapkan. 

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2019. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :  

Bab I. Pendahuluan 

Bab II.   Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu  

Bab III.  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

Bab IV. Penutup 
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